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Salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak merupakan pendorong
utama dari terwujudnya keadilan hukum bagi semua orang. Tanpa adanya
kekuasaan kehakiman yang merdeka, boleh jadi sebuah negara hukum yang
dikatakan demokratis itu tidak akan ada artinya bagi keadilan. Dari segi
ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak akan terwujud
apabila dalam menjalankan kekuasaan itu terdapat campur tangan maupun
pengaruh dari kekuasaan lainnya, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya
diluar pemerintah, seperti dari kalangan pers, golongan-golongan tertentu,
perseorangan, maupun campur tangan dari partai politik. Secara organisatoris,
lembaga kekuasaan kehakiman harus dimandirikan dan dilepaskan dari segala
intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya. Dalam kerangka itu, hakim
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi
dan kepentingan politik tertentu. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut
UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan
kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki
dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum,
menjalankan fungsi cheks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong
dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis
guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan
dalam bentuk yang paling konkret Dari ketentuan UUD 1945 di atas, jelaslah
bahwa kekuasaan kehakiman, yang dalam istilah penyebutan lain lazim disebut
kekuasaan peradilan itu adalah suatu kekuasaan yang merdeka, lepas dari
pengaruh di luar lembaga peradilan. Meskipun demikian, adanya kekuasaan dari
lembaga lain terutama pengaruh dari pemerintah (eksekutif), yakni presiden
mungkin saja dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan kekuasaan kehakiman
(peradilan) tersebut. Adanya kewenangan (hak) lembaga lain, dalam hal ini hak
prerogatif yang diberikan kepada Presiden dibidang peradilan, idealnya harus
mendapat pertimbangan dan “persetujuan” dari Mahkamah Agung sebagai badan
peradilan tertinggi. Yang dimana dalam praktek bisa saja terjadi bahwa seorang
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi tanpa harus
mendapat persetujuan (tidak hanya sekedar memberi pertimbangan, tetapi
seharusnya juga memberi persetujuan) dari Mahkamah Agung. Masuknya
kekuasaan lain ke dalamnya akan dapat “mengancam” kredibilitas yang harus
selalu ada dan terpelihara dalam kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan lainnya
itu (Presiden) bisa membawa persoalan yang bernuansa politik atau hubungan-
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hubungan yang berpengaruh pada pemberi “pengampunan” itu. Serta Sistem satu
atap yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam manajemen hakim yang
sudah berjalan lebih dari 17 tahun menyisakan ragam persoalan. Mulai dari sistem
rekruitmen dan kepangkatan yang masih mengikuti pola Aparatur Sipil Negara,
sementara status hakim adalah Pejabat Negara. Juga terkait promosi dan mutasi
yang belum cukup transparan dan terpola serta masih banyak dikeluhkan sebagian
hakim. Kondisi tersebut meniscayakan perubahan sistem manajemen hakim ke
arah shared responsibility system atau pembagian wewenang lebih dari satu
lembaga. Shared responsibility system dalam manajemen hakim bersandar pada
teori checks and balances antar lembaga dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
peradilan. Sudah seharusnya sistem satu atap diganti dengan shared responsibility
system sehingga hakim fokus pada tugas utamanya menerima, mengadili dan
memutus perkara, sementara urusan manajemennya dilakukan oleh lembaga-
lembaga lain sebagai wujud checks and balances.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan
kewenangan presiden dalam kekuasaan kehakiman sebelum amandemen dan
sesudah amandemen UUD 1945. Serta untuk mengetahui bagaimanakah Lembaga
Eksekutif (Presiden) mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Adapun
sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan
yaitu kekaburan norma. Pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan perundang-
undangan, pendekatan sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan. Dan
menggunakan bahan hukum sebagai bahan penelitian sebagai sumber hukum
primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kewenangan
presiden dalam kekuasaan kehakiman sebelum amandemen dan sesudah
amandemen UUD 1945. Serta untuk mengetahui bagaimanakah Lembaga
Eksekutif (Presiden) mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan
menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis
dengan cara mendeskripsikannya.

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Sebelum amandemen
UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Republik Indonesia dalam bidang kehakiman sangatlah besar. Karena Presiden
menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD. Setelah amandemen UUD
1945 kewenangan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Republik Indonesia dalam bidang kehakiman terbatas, karena kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedua, Adanya kekuasaan dari lembaga lain
terutama pengaruh dari pemerintah (eksekutif), yakni presiden mungkin saja dapat
berpengaruh terhadap keberlangsungan kekuasaan kehakiman (peradilan) tersebut.
Adanya kewenangan (hak) lembaga lain, dalam hal ini hak prerogatif yang
diberikan kepada Presiden dibidang peradilan, idealnya harus mendapat
pertimbangan dan “persetujuan” dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan
tertinggi terhadap keputusan tersebut oleh karena terhadap keputusan Presiden
tersebut bersifat mengikat.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Kewenangan Presiden, Peradilan
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